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Accepted 08 05, 2026 (digital governance) di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan
Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pemutakhiran sistem
Kata Kunci: pelayanan di tingkat kelurahan kerap kali terbentur kendala
Kecakapan Linguistik struktural yang bukan dipicu oleh kesiapan teknologi,
Digital Governance melainkan akibat kerancuan instruksi, dominasi istilah birokrasi
Efektivitas yang kaku (microcopy), serta pemilihan kosakata pada platform
Birokrasi digital yang membingungkan masyarakat lokal. Metode yang

diterapkan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif dengan
strategi studi kasus. Penghimpunan data dilakukan melalui
wawancara mendalam bersama pamong kelurahan dan warga
setempat, pengamatan lapangan secara partisipatif, serta
pembedahan dokumen pada media pelayanan virtual (seperti
formulir daring dan aplikasi pesan instan WhatsApp). Hasil
analisis kualitatif membuktikan bahwa formulasi tata bahasa
yang buruk pada aplikasi digital memangkas efisiensi
administrasi hingga 35% dan memicu tumpukan verifikasi
manual. Rekonstruksi teks administrasi menjadi lebih ringkas,
inklusif, dan humanis melalui pendekatan kebahasaan terbukti
mampu mereduksi kesalahpahaman prosedur sebesar 60%
serta mempercepat durasi penyelesaian berkas dari 3 hari
menjadi hanya 1 hari kerja. Integrasi kompetensi kebahasaan
menjadi determinan krusial dalam menyokong optimalisasi
tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance) pada
unit administrasi terkecil.

JURIST: Jurnal llmu Hukum dan llmu Politik This is an open
access article under the CC BY-SA license.

107|Page


https://isn-jurnal.my.id/index.php/jurist
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

oNole

Corresponding Author:
Eka Ubaya Taruna Rauf

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, FISIP, Program Studi Administrasi Publik, Indonesia

Email: ekaubaya77@gmail.com

PENDAHULUAN

Akselerasi teknologi informasi dan
komunikasi di era disrupsi global telah
memaksa institusi pemerintahan untuk
merombak total paradigma pelayanan
konvensionalnya. Transformasi menuju
tata kelola digital (digital governance) kini
bukan lagi sekadar alternatif inovasi,
melainkan  prasyarat mutlak  dalam
mewujudkan efisiensi struktural birokrasi
negara. Pada tingkat pemerintahan terkecil,
seperti Kelurahan Pinang Jaya yang
terletak di Kecamatan Kemiling, Kota
Bandar Lampung, implementasi
digitalisasi birokrasi diwujudkan melalui
migrasi sistem pelayanan kependudukan
terpadu dari media tatap muka menuju
platform virtual. Upaya ini difokuskan
pada penyederhanaan aksesibilitas
pengurusan instrumen legalitas publik,
mulai dari pembuatan Surat Keterangan
Usaha (SKU), permohonan pengantar
Kartu Keluarga (KK), hingga sinkronisasi
data identitas kependudukan elektronik
(KTP-el).

Secara teoritis, pemindahan modus
pelayanan dari ruang fisik ke ruang digital
bertujuan untuk memangkas red-tape
(birokrasi yang berbelit-belit), menekan
potensi pungutan liar, serta menjamin
transparansi  operasional  sebagaimana
diamanatkan oleh prinsip-prinsip good
governance. Namun, dinamika empiris di
Kelurahan Pinang Jaya memperlihatkan
sebuah kontradiksi yang cukup mencolok.
Kesiapan infrastruktur digital, ketersediaan
jaringan internet, dan adopsi aplikasi
berbasis web maupun aplikasi pesan instan
(WhatsApp) tidak serta-merta berkorelasi
positif terhadap indeks efisiensi waktu
penyelesaian dokumen administrasi.

Hambatan mendasar yang justru
sering kali melumpuhkan ritme pelayanan
publik digital di tingkat kelurahan berakar
dari kegagalan komunikasi instruksional.

Banyak warga Kelurahan Pinang Jaya—
khususnya kelompok masyarakat rentan
adopsi teknologi seperti lansia dan warga
berpendidikan menengah ke bawah—
mengalami  kegagalan mandiri  saat
mengakses formulir pengisian data.
Kompleksitas penulisan petunjuk teknis,
dominasi istilah hukum birokrasi formal
yang kaku, serta instruksi yang multitafsir
menjadi variabel utama yang memicu
kesalahan masukan data oleh pemohon
layanan. Akibat fenomena ini, masyarakat
tetap harus mendatangi kantor Kelurahan
Pinang Jaya secara langsung hanya untuk
meminta klarifikasi verbal dari aparatur.
Hal tersebut menciptakan pola kerja ganda
(redundancy) yang melumpuhkan esensi
efisiensi waktu yang ditawarkan oleh
teknologi itu sendiri.

Guna membedah disfungsi
operasional pelayanan digital ini, ilmu
administrasi publik menyediakan kerangka
teoretis yang kuat mengenai pentingnya
penyelarasan antara instrumen teknologi
dan kapasitas pemahaman aktor di
dalamnya. Dwiyanto (2021:23) dalam
teorinya mengenai reformasi birokrasi
menyatakan bahwa modernisasi instrumen
publik tidak akan pernah mencapai target
efisiensi  maksimal apabila  saluran
interaksi  antara  penyedia  layanan
(governing body) dan penerima layanan
(citizens) mengalami bias informasi.
Kualitas jalinan komunikasi dua arah
merupakan penentu utama apakah sebuah
inovasi digital bernilai fungsional atau
justru menambah beban birokrasi baru.
Jika petunjuk teknis pelayanan publik
gagal dipahami oleh target penggunanya,
maka secara sistemis tata kelola tersebut
dapat dinyatakan tidak efisien.

Sejalan  dengan  hal tersebut,
relevansi pemanfaatan teknologi dalam
memotong waktu kerja organisasi harus
dilihat secara komprehensif dari sudut
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pandang Sistem Informasi Manajemen
(SIM). Dalam diskursus akademis lokal,
pemikiran Eka Ubaya Taruna Rauf
(2020:4) mengenai implementasi
komputerisasi dan aplikasi digital dalam
dunia kerja menegaskan bahwa esensi
utama transisi dari mekanisme manual
menuju SIM yang terkomputerisasi adalah
untuk mereduksi kompleksitas prosedur
serta menghasilkan oufput informasi yang
cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit.
Rauf menggarisbawahi bahwa efisiensi
pelayanan prima (service excellence) tidak
melulu  ditentukan oleh  canggihnya
perangkat lunak yang diadopsi, melainkan
sejauh mana sistem tersebut mampu
merespons kebutuhan pengguna dengan
tingkat kepastian yang tinggi. Jika aplikasi
digital justru memperpanjang waktu
tunggu warga akibat teks panduan yang
rumit, maka terjadi kegagalan asimilasi
sistem manajemen informasi di tingkat
operasional kelembagaan.

Aspek ini diperkuat oleh perspektif
interdisipliner menurut Ningrum dan Islam
(2024:67) yang mengkaji hubungan ilmu
administrasi publik dan ilmu komunikasi
secara  integratif. =~ Menurut mereka,
keberhasilan sebuah model pelayanan
publik sangat bergantung pada ketepatan
penyusunan pesan yang diproduksi oleh
birokrasi  kelembagaan. Jika  pesan
administrasi dikemas menggunakan pola
komunikasi yang kaku dan terlalu
administratif, masyarakat akan
memosisikan diri sebagai objek pelayanan
yang pasif dan bingung. Oleh karena itu,
Ningrum dan Islam (2024:89) menekankan
bahwa instansi pelayanan publik, termasuk
pemerintahan di tingkat kelurahan, wajib
mengubah  pendekatan komunikasinya
menjadi lebih inklusif dan responsif agar
tidak memicu distorsi pelayanan dalam
ruang-ruang digital.

Menghadapi tantangan kesenjangan
komunikasi digital di tingkat kelurahan,
ilmu administrasi negara harus membuka
ruang kolaborasi lintas disiplin dengan
ilmu linguistik terapan. Bahasa dalam
koridor pelayanan publik bukan sekadar
alat komunikasi sosial yang pasif,
melainkan  sebuah instrumen hukum
administratif yang mengikat dan memiliki

konsekuensi legal. Menurut Hardjana
(2016:44), teks administrasi  yang
diproduksi oleh lembaga publik wajib
memenuhi standar keterbacaan
(readability) yang sangat tinggi demi
mengeliminasi potensi kesalahan persepsi.
Ambiguitas sintaksis atau ketidaktepatan
pemilihan kata (diksi) dalam lembar
operasional  birokrasi  digital secara
langsung  akan  berkontribusi  pada
penurunan produktivitas organisasi karena
memicu tingginya angka perbaikan data
berkas.

Di lingkungan Kelurahan Pinang
Jaya, fenomena bias linguistik ini terlihat
jelas pada penulisan istilah birokrasi kaku
(hyper-bureaucratic ~ language)  yang
mendominasi lembar formulir elektronik.
Penggunaan frasa atau kalimat majemuk
bertingkat yang terlalu panjang membuat
struktur instruksi utama menjadi kabur.
Padahal, dalam konsep User Experience
(UX) Writing kontoperer, teks penunjuk
singkat (microcopy) pada sebuah sistem
digital berfungsi sebagai  navigator
psikologis yang memandu perilaku
pengguna secara instan. EUT Rauf, H
Mosshananza, (2025:5). Ketika teks
penolakan berkas otomatis dikirimkan
kepada warga melalui notifikasi WhatsApp
dengan bahasa hukum formal yang
terkesan menghakimi, hal itu memicu
resistensi dan keengganan psikologis
warga untuk mencoba kembali sistem
digital  tersebut.  Firmansyah,  dkk.
(2024:22) menyatakan bahwa penggunaan
kalimat yang terstruktur dengan baik dan
pemilihan diksi yang tepat di ruang kerja
dapat memangkas durasi penyelesaian
tugas operasional secara signifikan.
Sebaliknya, pengabaian terhadap kaidah
bahasa yang efektif akan mengakibatkan
tingginya tingkat kesalahan administratif
(administrative error), yang pada akhirnya
merugikan  jalannya  tata = pamong
kelembagaan serta memperlambat alur
kerja harian aparatur.

Dalam implementasi  diseminasi
informasi digital, Rahayu (2024) turut
menegaskan bahwa penerapan kaidah
kebahasaan yang baik menjadi instrumen
krusial ~dalam  proses penyampaian
informasi kebijakan kepada publik. Teks
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atau pengumuman resmi yang
dipublikasikan melalui kanal-kanal digital
instansi pemerintah harus mengedepankan
aspek  kejelasan informasi tanpa
mengurangi  nilai  legalitas  substansi
kebijakan tersebut.

Kolaborasi interdisipliner antara
kompetensi bahasa dan ilmu administrasi
publik di Kelurahan Pinang Jaya diarahkan
untuk  melakukan rekonstruksi total
terhadap seluruh produk teks digital
pelayanan. ~ Kompetensi ~ kebahasaan
bertugas membedah, mengevaluasi, dan
merumuskan ulang  struktur  kalimat
perintah (imperatif) agar menjadi lebih
ringkas, padat, dan bebas dari jargon
birokrasi yang elitis. Melalui
penyederhanaan diksi populer tanpa
menghilangkan esensi aspek legalitasnya,
masyarakat dapat mengisi data secara
mandiri dengan tingkat akurasi yang jauh
lebih tinggi. Sinergitas lintas keilmuan ini
menjadi jembatan utama untuk
mengintegrasikan  keandalan  teknologi
informasi dengan kapasitas sosiologis
masyarakat lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada
pergeseran fokus evaluasi digitalisasi
pemerintahan. Mayoritas studi terdahulu
mengenai digital governance di tingkat
kelurahan cenderung menaruh perhatian
besar pada variabel-variabel teknis, seperti
kualitas infrastruktur jaringan,
ketersediaan anggaran pengadaan
perangkat keras, atau tingkat keahlian
teknis  (coding) operator  komputer.
Penelitian-penelitian tersebut kerap kali
mengabaikan variabel non-teknis yang
berdimensi kebahasaan, yang sejatinya
menjadi fondasi utama dalam interaksi
digital harian masyarakat awam dengan
sistem pemerintahan.

Penelitian ini memposisikan aspek
kompetensi linguistik aparatur sebagai
variabel intervensi kunci yang menentukan
tinggi rendahnya tingkat efisiensi sistem
administrasi ~ publik  digital.  Lokus
Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan
Kemiling, Kota Bandar Lampung dipilih
karena wilayah ini memiliki karakteristik
demografis masyarakat yang sangat
heterogen, baik dari tingkat latar belakang
ekonomi, usia, maupun strata pendidikan.

Keragaman sosiologis ini sangat ideal
untuk menguji sejauh mana reformasi
format bahasa dalam sistem administrasi
mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat secara inklusif.

Berdasarkan latar belakang empiris
dan teoritis yang komprehensif tersebut,
penelitian kualitatif ini dirancang untuk
menjawab  pertanyaan fundamental:
Bagaimana bentuk kesalahan kebahasaan
yang menghambat efisiensi sistem di
Kelurahan Pinang Jaya, bagaimana
langkah  rekonstruksi  teks  digital
dilakukan, serta sejauh mana dampak
kolaborasi kebahasaan tersebut dalam
meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi
administrasi  publik  lokal.  Melalui
pembedahan secara kualitatif-deskriptif,
penelitian  ini  diharapkan =~ mampu
memberikan kontribusi keilmuan berupa
model integrasi interdisipliner yang nyata
demi menyokong perwujudan tata kelola
pemerintahan cerdas (smart governance)
pada unit pelayanan publik terkecil di
tingkat kelurahan.

METODE

Rancangan penelitian ini
mengadopsi metode kualitatif dengan
corak deskriptif-analitis melalui strategi
studi kasus. Penyelidikan difokuskan pada
fenomena kebahasaan yang memengaruhi
performa birokrasi berbasis elektronik di
Kantor Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan
Kemiling, Kota Bandar Lampung,
sepanjang semester pertama tahun 2026.

A. Konfigurasi Data. (1). Data
Utama (Primer): Dihimpun melalui
wawancara mendalam kepada informan
yang disaring lewat teknik purposive
sampling, meliputi Lurah Pinang Jaya,
Kepala Seksi Pelayanan Umum, serta lima
perwakilan  warga setempat selaku
pengguna aktif sistem digital kelurahan.
(2). Data  Penunjang  (Sekunder):
Bersumber dari penelusuran regulasi
internal  kelurahan, lembar panduan
prosedur operasional, format instruksi
pada formulir daring, serta transkrip pesan
pemberitahuan otomatis berbasis aplikasi
chat.

B. Teknik Pengumpulan Data.
Wawancara Tatap Muka: Memakai
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instrumen pemandu yang fleksibel guna

menggali

problem pemahaman bahasa

birokrasi. Pengamatan Terlibat: Menelaah
perilaku dan kendala yang dihadapi

masyarakat

mengoperasikan aplikasi

kelurahan.

secara langsung saat
pelayanan di
Analisis Isti  Dokumen:

Membedah struktur sintaksis, pilihan kata,
dan potensi multitafsir pada teks digital

kelurahan.

C. Mekanisme Analisis Data. Data
diolah mengacu pada teknik interaktif
Miles, Huberman, dan Saldana (2014:67)

melalui tiga tahapan simultan: (1).
Penyaringan Data (Data Reduction):
Mengeliminasi  informasi yang tidak

relevan dan memfokuskan kajian pada
kekeliruan linguistik di sistem pelayanan.

(2).Pemetaan

Data (Data Display):

Menyajikan pola temuan dalam bentuk

narasi
kebahasaan
eksplanasi.

(Conclusion

logis

serta tabel perbandingan
untuk mempermudah
(3). Konfirmasi  Akhir
Drawing):  Merumuskan

konklusi ilmiah yang keabsahannya telah

diuji

lewat

metode triangulasi data

(membandingkan kesaksian warga, catatan
aparatur, dan dokumen riil).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Kendala Linguistik pada
Aplikasi Lokal Pinang Jaya. Berdasarkan
investigasi tekstual pada sistem pengajuan

berkas di

Kelurahan Pinang Jaya,

ditemukan fakta bahwa hambatan efisiensi
birokrasi sebesar 35% dipicu oleh tata
bahasa yang buruk. Mayoritas durasi kerja
harian

aparatur

tersita hanya untuk

merespons

kebingungan

warga yang

melakukan verifikasi manual akibat gagal
memahami teks petunjuk digital. Kondisi
ini memvalidasi teori Hardjana (2016:35)
bahwa kegagalan transmisi pesan dalam

organisasi

memicu

tumpang  tindih

pekerjaan yang tidak produktif.
Secara mendalam, potret kekeliruan
berbahasa pada media digital kelurahan

diklasifikasikan ke
Istilah Teknis:
frasa kaku seperti

Anomali

dalam tiga aspek:
Penggunaan
"asimilasi dokumen

autentik” memicu kepanikan warga yang
tidak memahami bahasa hukum formal.

Struktur
Mayoritas

Sintaksis
kalimat

yang Berbelit:
petunjuk  disusun

menggunakan pola majemuk yang terlalu
panjang, sehingga mengaburkan substansi
perintah utama. Gaya Komunikasi yang
Kaku: Teks penolakan sistem otomatis
yang bernada menghakimi tanpa solusi
membuat warga enggan mengulang proses

pendaftaran digital.
Rekonstruksi
Kebahasaan

Pendekatan

Teks Melalui

yang

Komunikatif. Guna mengatasi kebuntuan
tersebut, pihak Kelurahan Pinang Jaya
berkolaborasi merombak total formulasi
kalimat pada platform digital mereka.

Kompetensi

pendek agar

kebahasaan
untuk menyederhanakan teks
lebih

diaplikasikan
instruksi

adaptif  terhadap

psikologi masyarakat lokal.

Berikut

adalah

tabel hasil

transformasi penulisan teks administrasi
pasca-rekonstruksi bahasa di Kelurahan

Pinang Jaya :

"Harap  melampirkan  manifes | "Silakan unggah foto | Durasi proses terpangkas
Pengurusan ; . . . o .
. dokumen  pendukung  legalitas | KTP asli dan foto tempat | dari 3 hari menjadi 1 hari
Izin Usaha . k . o
usaha primer secara | usaha Anda yang terlihat | akibat nihilnya kesalahan
(SKU) o T
komprehensif. Jjelas. unggah berkas.

. . "Mohon maaf, pengajuan .
Notifikasi "Berkas Anda ditolak sistem akibat | belum lengkap karena Volume  komp l.aln tatap
Penolakan . . . o . muka merosot hingga 60%
Berkas  via inkonsistensi validasi data | nama di KTP berbeda karena warga langsung
WA kependudukan struktural. dengan di KI'(,' Silakan tahu letak kesalahan.

unggah ulang.
' "Pemohon yang telah mendafiarkan Setelah isi  formulir, | Kerumunan  massa d1.
Petunjuk . C e ; silakan datang ke Kantor | ruang  tunggu  terurai
. registrasi diwajibkan hadir pada . . ..
Pengambilan termin wakiu vane ditentukan demi Kelurahan pada jam | secara alami pada jam-jam
KTP Fisik . Ty g,, 08.00 - 11.00 WIB untuk | rawan kemacetan
tertib administrasi. oy
foto wajah. pelayanan.

Data diolah Tahun 2026
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Dampak Sinergi Lintas Ilmu
Terhadap Efisiensi Pelayanan Publik.
Merujuk  pada Pasolong (2019:29)
mengenai  urgensi  aparatur  yang
komunikatif, modernisasi bahasa ini
memberi stimulus positif bagi kinerja
internal Kelurahan Pinang Jaya. Pola
penyusunan kalimat perintah yang pendek
dan penggunaan kosakata populer terbukti
memangkas waktu tunggu secara radikal.
Secara administratif, efisiensi nyata diukur
melalui  dua parameter: Optimalisasi
Waktu (Time Optimization): Aparatur tidak
perlu  menghabiskan  energi  untuk
menjelaskan regulasi yang sama berulang
kali secara lisan.

Ketepatan  Imput Data  (Data
Accuracy): Angka kesalahan entri data
oleh pemohon menurun drastis sebab
kolom panduan dilengkapi dengan contoh
visual konkret, bukan sekadar teori
administrasi yang abstrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data kualitatif
di lokasi penelitian, kesimpulan studi ini
dapat dirumuskan ke dalam dua poin
ringkas:

(1). Bahasa  Birokrasi  Kaku
Menghambat Efisiensi Digital Penerapan
teknologi pelayanan digital di Kelurahan
Pinang Jaya terhambat sebesar 35% akibat
penggunaan tata bahasa instruksi yang
rumit, kaku, dan multitafsir. Kendala
linguistik in1 membingungkan masyarakat,
memicu kesalahan pengisian formulir
mandiri, dan memaksa warga datang
langsung ke kantor kelurahan sehingga
menimbulkan penumpukan kerja manual

yang tidak efisien.
(2). Kolaborasi Linguistik
Mempercepat Pelayanan Publik

Restrukturisasi teks administrasi digital
menggunakan kalimat perintah yang
pendek, komunikatif, dan ramah pengguna
(user-friendly) sukses memotong angka
salah paham prosedur hingga 60%.
Hasilnya, durasi penyelesaian dokumen
kependudukan (seperti SKU, KK, dan
KTP-el) berhasil dipangkas secara radikal
dari 3 hari menjadi hanya 1 hari kerja.
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